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BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
merupakan jenis pajak yang pemungutannya menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka mempermudah pelaksanaan
Pendaftaran Tanah  Sistematis Lengkap, maka
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Di Kabupaten Wonosobo perlu disesuaikan;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2020
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Di Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);



Menetapkan

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2020
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Wonosobo (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Wonosobo diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 sebesar Rp
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap Peserta PTSL perbidang

tanah.

(2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi
yang disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan/atau meterai
yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam pasal 6 atau terdapat
kebutuhan selain ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dibebankan biaya
tambahan kepada Peserta PTSL paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua

Pasal 8

ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil musyawarah Kelompok Peserta.



(3)

(4)

(9)

(6)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sendiri oleh

Kelompok Peserta dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah

atau pungutan Pemerintah Desa.

Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain

dipergunakan untuk:

a. belanja alat tulis kantor;

b. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL;

c. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang
besarnya tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku;

d. upah lembur selama pelaksanaan program PTSL; dan

e. dokumentasi.

Penentuan besarnya biaya upah lembur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan Kelompok Peserta yang

dituangkan dalam rencana anggaran.

Dalam pelaksanaan program PTSL di Daerah, kelompok Peserta PTSL tidak

dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI WONOSOBO,
ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 8 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 31

SEKRETARIAT DAERAL
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